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Abstract

Private companies may acquire land through the process of land right
release. This act, to be performed by or with the assistance of a notary
public, should be based on consensus between parties in regard to the form
and amount of compensation. Nonetheless land release should be not be
equated with transfer of right. Land released in fact becomes state land.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan tidak
hanya menjadi tanggungjawab pe
merintah, akan tetapi juga dibutuh
kan peran aktif dari berbagai pi
hak, yaitu perusahaan swasta
maupun masyarakat. Pembangun
an yang dilaksanakan tersebut ti
dak dapat dilepaskan dengan ke
butuhan akan tanah sebagai wa
dah kegiatannya.

Perusahaan swasta sangat di
harapkan peran aktifnya dalam me
laksanakan pembangunan di sega
la bidang. Untuk merealisasikan
pembangunan dibutuhkan tanah
yang akan digunakan oleh per
usahaan swasta untuk keperiuan
pembangunan perumahan, Indus
tri (pabrik), pertokoan, perdagang
an, perkantoran, rumah sakit, tem
pat wisata, dan hotel. Tanah yang
dibutuhkan oleh perusahaan swas
ta untuk keperluan pembangunan
tertentu harus berpedoman pada
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten/Kota yang te
lah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
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Meningkatnya kegiatan pem
bangunan dewasa ini membawa
konsekuensi makin banyak dibu
tuhkan tanah. Kebutuhan akan ta
nah untuk memenuhi kebutuhan
perusahaan swasta dari tahun ke
tahun makin meningkat. Namun
demikian, untuk memenuhi kebu
tuhan pembangunan tersebut se
ringkali terbentur oleh terbatasnya
persediaan tanah yang ada. Hal
ini nantinya dapat menimbulkan
permasalahan-permasalahan di bi
dang pertanahan, misalnya terjadi
persaingan dalam mendapatkan
sebidang tanah, harga tanah yang
terus melambung tinggi atau terja
di sengketa dalam mendapatkan
tanah.

Faktor-faktor yang menyebab
kan meningkatnya kebutuhan
akan tanah adalah :

a. Pertumbuhan penduduk

b. Meningkatnya kebutuhan pen
dudukan akan ruang sebagai
akibat peningkatan kualitas hi
dup

c. Meningkatnya fungsi kota ter
hadap daerah sekitarnya
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d. Terbatasnya persediaan tanah
yang langsung dapat dikuasai
atau dimanfaatkan

e. Meningkatnya pembangunan
(Rusmadi Murad, 1997:8)

Tanah-tanah yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan pem
bangunan oleh perusahaan swas
ta sangat kecil kemungkinannya
menggunakan tanah yang di
kuasai langsung oleh negara. Ta
nah yang dibutuhkan oleh perusa
haan swasta hampir semuanya
merupakan tanah hak yang dimi
liki atau dikuasai oleh perorangan,
perusahaan atau pemerintah dae
rah.

Setelah mendapatkan pan
dangan tanah yang akan dijadikan
lokasi pembangunan, perusahaan
swasta berkewajiban memiliki izin
lokasi. lzin lokasi diajukan oleh
perusahaan swasta kepada Bupati
/Walikota melalui Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota se
tempat. Surat Keterangan Izin Lo
kasi ditandatangani oleh Bupati/
Walikota setempat.

Selanjutnya, perusahaan
swasta bernegosiasi dengan pemi
lik tanah atau pemegang hak atas
tanah untuk bermusyawarah deng
an maksud menentukan cara per
olehan tanahnya. Untuk memper
oleh tanah yang dibutuhkan oleh
perusahaan swasta dapat ditem
puh dengan cara meminta persetu
juan dari pemegang hak atas ta
nah. Secara teoritik, ada 2 (dua)
cara yang dapat ditempuh oleh
perusahaan swasta untuk memper
oleh tanah hak, yaitu pemindahan
hak atas tanah melalui jual beli
atau pelepasan hak atas tanah.

Kegiatan memperoleh tanah
oleh perusahaan swasta atas ta
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nah hak dikenal dengan sebutan
pengadaan tanah untuk kepenting
an perusahaan swasta. Selain itu,
ada pengadaan tanah oleh instan
si pemerintah, yaitu pengadaan un
tuk bagi pelaksanaan pembangun
an untuk kepentingan umum yang
luas tanahnya lebih dari 1 (satu)
hektar disebut pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, dan pe
ngadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan
umum yang luas tanahnya tidak le
bih dari 1 (satu) hektar disebut pe
ngadaan tanah berskala kecil.

Dari ketiga perolehan tanah
oleh perusahaan swasta, yang di
bahas dalam tulisan ini difokuskan
pada perolehan tanah melalui pe
lepasan hak atas tanah oleh peme
gang haknya dari aspek pejabat
yang berwenang membuat akta pe
lepasan hak atas tanah dan akibat
hukum dari pelepasan hak atas
tanah.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang
masalah di atas, maka permasa
lahan yang hendak dikaji dirumus
kan :

Pejabat yang berwenang mem
buat akta pelepasan hak atas
tanah

Akibat hukum pelepasan hak
atas tanah

PEJABAT YANG BERWE
NANG MEMBUAT AKTA PE
LEPASAN HAK ATAS TANAH

Pejabat umum yang terkait
dengan perbuatan hukum menge
nai hak atas tanah dan hak milik
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atas satuan rumah susun adalah
Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan Notaris. Pejabat Pem
buat Akta Tanah (PPAT) dan Nota
ris berbeda pengaturannya.

Pada saat ini mengenai Pe
jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
diatur dalam Peraturan Pemerin
tah No. 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pem
buat Akta Tanah. Peraturan Pe
merintah No. 37 Tahun 1998 dilak
sanakan oleh Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Per
tanahan Nasional (Permen Agraria
/Kepala BPN) No. 4 Tahun 1999
tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 37 Ta
hun 1998 tentang Peraturan Jabat
an Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 1998 merupakan pelaksana
an Pasal 7 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pen
daftaran Tanah. Pasal 7 menyata
kan :
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah
sebagaimana dimaksud da
lam Pasal 6 ayat (2) diangkat
dan diberhentikan oleh Men
teri.

Untuk desa-desa dalam wila
yah terpencil Menteri dapat
menunjuk Pejabat Pembuat
Akta Tanah Sementara.
Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah seba
gaimana dimaksud ayat (1)
diatur dengan  Peraturan
Pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 24
Peraturan Pemerintah No. 24 Ta
hun 1997, yang dimaksud Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) ada
lah pejabat umum yang diberi ke
wenangan untuk membuat akta-

(2)

(3)
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akta tanah tertentu. Pengertian
yang lebih lengkap mengenai Pe
jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah No. 37 Ta
hun 1998, yaitu pejabat umum
yang diberi kewenangan untuk
membuat akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu menge
nai hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun.

Dalam Peraturan Pemerintah
No. 37 Tahun 1998, PPAT dibeda
kan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah
Seseorang diangkat sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah
sekaligus merangkap sebagai
Notaris.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara di sini adalah Ca
mat dan Kepala Desa yang di
tunjuk oleh Kepala Badan Per
tanahan Nasional Republik In
donesia.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah
Khusus
Yang ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Khusus
adalah pejabat pada Badan
Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 37

Tahun 1998 menetapkan syarat-

syarat untuk dapat diangkat seba

gai PPAT, yaitu :

a. Berkewarganegaraan
Indonesia

b. Berusia
30 tahun

c. Berkelakuan baik yang di
nyatakan dengan surat ke
terangan yang dibuat oleh
instansi kepolisian setempat

sekurang-kurangnya
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o

Belum pernah dihukum pen
jara karena melakukan keja
hatan berdasarkan putusan pe
ngadilan yang telah mempu
nyai kekuatan hukum tetap

e. Sehat jasmani dan rokhani

Lulusan Program Pendidikan

Spesialis Notariat atau Pro

gram Pendidikan Khusus Pe

jabat Pembuat Akta Tanah
yang diselenggarakan oleh

Lembaga Pendidikan Tinggi

g. Lulus ujian yang diseleng
garakan oleh Kantor Menteri
Negara Agraria/Badan Perta
nahan Nasional.

Tugas pokok PPAT disebut
kan dalam Pasal 2 ayat (1) Per
aturan Pemerintah No. 37 Tahun
1998, yaitu melaksanakan sebagi
an kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuat
an hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau hak milik atas sa
tuan rumah susun, yang akan di
jadikan dasar bagi pendaftaran
perubahan data pendaftaran tanah
yang diakibatkan perbuatan
hukum itu. Dalam pendaftaran ta
nah terdapat 2 (dua) macam kegi
atan, yaitu :

1. Kegiatan pendaftaran
untuk pertama kali
Kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali dilakukan
melalui pendaftaran tanah se
cara sporadik dan pendaftaran
tanah secara sistematik.

2. Kegiatan pemeliharaan data

pendaftaran tanah

Kegiatan pemeliharaan data

pendaftaran tanah terdiri atas

pendaftaran peralihan dan
pembebanan hak dan pen

e=h

tanah
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daftaran perubahan data pen
daftaran tanah.

Dari 2 (dua) kegiatan pen
daftaran tanah tersebut di atas, ke
giatan yang menjadi tugas pokok
PPAT dalam pendaftaran tanah
adalah kegiatan pemeliharaan da
ta pendaftaran tanah.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 37 Tahun 1998
menetapkan bahwa perbuatan hu
kum mengenai hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah
susun yang membutuhkan akta
yang dibuat PPAT adalah :

Jual beli

Tukar menukar

Hibah

Pemasukan ke dalam perusa

haan (inbreng)

Pembagian hak bersama

Pemberian Hak Guna Bangun

an/Hak Pakai atas tanah Hak

Milik

g. Pemberian Hak Tanggungan

h. Pemberian kuasa membeban
kan Hak Tanggungan

Kewenangan PPAT ditetap
kan dalam Pasal 3 ayat (1) Per
aturan Pemerintah No. 37 Tahun
1998, yaitu membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan hu
kum sebagaimana dimaksud da
lam Pasal 2 ayat (2) mengenai
hak atas tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun yang terletak
di dalam daerah kerjanya. Atas da
sar perbuatan hukum mengenai
hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun, maka di
tentukan bermacam-macam akta
yang kewenangan membuatnya di
serahkan kepada PPAT, yaitu :

a. Akta Jual beli
b. Akta Tukar menukar
c. Akta Hibah

apop

o
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d. Akta Pemasukan ke dalam per
usahaan (inbreng)

e. Akta Pembagian hak bersama

f. Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai atas ta
nah Hak Milik

g. Akta Pemberian Hak Tang
gungan

h. Akta Pemberian kuasa mem
bebankan Hak Tanggungan

Pada saat ini mengenai Nota
ris diatur dalam Undang-Undang

No. 30 Tahun 2004 tentang Ja

batan Notaris. Undang-Undang

No. 30 Tahun 2004 secara tegas

mencabut dan menyatakan tidak

berlaku :

a. Reglement op Het notaris
ambt in Indonesie (Stb. 1860
No. 3) sebagaimana telah
dirubah terakhir dalam Lem

baran Negara Tahun 1945
Nomor 101);

b. Ordonantie 16 September
1931 tentang Honorarium
Notaris;

c. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 1954 tentang Wakil No
taris dan Wakil Notaris Se
mentara (Lembaran Negara
Tahun 1954 Nomor 101, Tam
bahan Lembaran Negara No
mor 700);

d. Pasal 54 Undang-Undang No
mor 8 Tahun 2004 tentang Per
ubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta
hun 2004 Nomor 34, Tam
bahan Lembaran Negara Repu
blik Indonesia Nomor 4379),

e. Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 1949 tentang Sum
pah/Janji Jabatan Notaris.
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Menurut Pasal 1 ayat 1 Un
dang-Undang No. 30 Tahun 2004
yang dimaksud dengan Notaris,
adalah pejabat umum yang ber
wenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam un
dang-undang ini. Notaris adalah
pejabat umum dan akta yang di
buatnya adalah akta otentik. Da
lam Undang-Undang No. 30 Ta
hun 2004 tidak diberikan penger
tian tentang pejabat umum dan
akta otentik.

Menurut Boedi Harsono, pe
jabat umum adalah seorang yang
diangkat oleh pemerintah dengan
tugas dan kewenangan member
kan pelayanan umum di bidang ter
tentu (Boedi Harsono, 2007:11).
Notaris diangkat dan diberhenti
kan oleh pemerintah melalui Men
teri Hukum dan Hak Asasi Manu
sia. Tugas dan kewenangannya
ditetapkan dalam Undang-Undang
No. 30 Tahun 2004,

Akta yang dibuat oleh notaris
adalah otentik. Menurut Pasal
1868 BW, akta otentik adalah sua
tu akta yang di dalam bentuk yang
telah ditentukan oleh undang-un
dang, dibuat oleh dan dihadapan
pegawai-pegawai umum yang ber
kuasa untuk itu di tempat di mana
akta dibuatnya (R. Soebekti dan
R. Tjitrosoedibjo, 1985:419). Sua
tu akta dinyatakan sebagai akta
otentik apabila memenuhi unsur-
unsur yang bersifat kumulatif se
bagaimana yang ditentukan oleh
Pasal 1868 BW, yaitu :

1. Bentu akta ditentukan oleh un
dang-undang;

2. Akta dibuat oleh dan dihadap
an pegawai-pegawai umum
yang berkuasa;
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3. Akta itu dibuat di tempaat di
mana akta dibuatnya.

Menurut Irawan Soerodjo,
ada 3 (tiga) unsur yang merupa
kan esensialia agar terpenuhi
syarat formal bahwa suatu akta
merupakan akta otentik, yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentu
kan oleh undang-undang

2. Dibuat oleh atau dihadapan pe
jabat umum

3. Akta itu dibuat oleh atau di
hadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu dan di
tempat dimana akta itu dibuat

(Irawan Soerodjo, 2003:148).

Suatu akta dinyatakan seba
gai akta otentik apabila memenubhi
3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentu
kan oleh undang-undang

2. Dibuat oleh atau dihadapan pe
jabat umum

3. Akta itu dibuat oleh pejabat
umum yang mempunyai dae
rah (wilayah) kerja tertentu.

Pasal 3 Undang-Undang No
mor 30 Tahun 2004 menetapkan
syarat-syarat untuk dapat diangkat
sebagai notaris, yaitu :

a. Warga negara Indonesia
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa
c. Berumur paling sedikit 27 (dua
puluh tujuah) tahun
Sehat jasmani dan rokhani
e. Berizasah Sarjana Hukum dan

Lulusan jenjang strata dua Ke

noktariatan

f. Telah menjalani magang atau
nyata-nyata telah bekerja seba
gai karyawan Notaris dalam
waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut pada Kantor No
taris atas prakarsa sendiri
atau atas rekomendasi Orga

o
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nisasi Notaris setelah lulus
strata dua kenoktariatan; dan

g. Tidak berstatus sebagai pega
wai negeri, pejabat negara,
advokat, atau tidak sedang me
mangku jabatan lain yang oleh
undang-undang dilarang di
rangkap dengan jabatan no
taris.

Kewenangan Notaris ditetap
kan dalam Pasal 15 Undang-Un
dang No. 30 Tahun 2004, yaitu :
(1) Notaris berwenang membuat
akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ke
tetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undang
an dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan un
tuk dinyatakan dalam akta ote
ntik, menjamin kepastian tang
gal pembuatan akta, menyim
pan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, se
muanya itu sepanjang pem
buatan akta-akta itu tidak juga
ditegaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tandatangan
dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah
tangan dengan mendaftar
dalam buku khusus.

b. Membukukan surat-surat di
bawah tangan dengan men
daftar dalam buku khusus.

c. Membuat kopi dari asli su
rat-surat di bawah tangan
berupa salinan yang me
muat uraian sebagaimana
ditulis dan digambarkan da
lam surat yang bersang
kutan.

(2)
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d. Melakukan pengesahan ke
cocokan fotokopi dengan
surat aslinya

e. Memberikan penyuluhan hu
kum sehubungan dengan
pembuatan akta

f. Membuat akta yang berkait
an dengan pertanahan; dan

g. Membuat akta risalah le
lang.

(3) Selain kewenangan sebagai
mana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (2), Notaris mem
punyai kewenangan lain yang
diatur dalam peraturan per
undang-undangan.

Dari 2 (dua) pejabat umum
yang terkait dengan perbuatan hu
kum mengenai hak atas tanah
yang telah diuraikan di atas dapat
dijelaskan bahwa pejabat umum
yang berwenang membuat akta
pelepasan hak atas tanah di
sebabkan akta yang menjadi ke
wenangan PPAT secara tersurat
sudah ditetapkan dalam Pasal 2
ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
37 Tahun 1998, yaitu perbuatan
hukum mengenai jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan ke
dalam perusahaan (inbreng), pem
bagian hak bersama, pemberian
Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
atas tanah Hak Milik, pemberian
Hak Tanggungan dan pemberian
kuasa membebankan Hak Tang
gungan. Notaris berwenang mem
buat akta pelepasan hak atas
tanah berdasarkan Pasal 15 ayat
(2) huruf f Undang-Undang No. 30
Tahun 2004, yaitu Notaris ber
wenang membuat akta yang ber
kaitan dengan pertanahan.

AKIBAT HUKUM PELEPAS
AN HAK ATAS TANAH
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Perolehan tanah dalam peng
adaan tanah untuk kepentingan
perusahaan swasta dapat ditem
puh dengan cara pemindahan hak
atas tanah melalui jual beli, atau
pelepasan hak atas tanah. Antara
jual beli dengan pelepasan hak
atas tanah mempunyai perbedaan
syarat sah dan prosedurnya.

Jual beli hak atas tanah me
rupakan salah satu contoh per
alihan hak atas tanah yang ber
bentuk dialihkan. Peralihan hak
atas tanah dibagi menjadi 2 (dua),
yaitu :

1. Beralih
Berpindahnya hak atas tanah
dari pemegang haknya kepada
pihak lain disebabkan peme
gang haknya meninggal dunia.
Peralihan hak atas tanah disini
terjadi hukum, artinya dengan
meninggalnya pemegang hak
atas tanah, maka ahli warisnya
memperoleh hak atas tanah ter
sebut.
2. Dialihkan

Berpindah hak atas tanah dari
pemegang haknya kepada pi
hak lain disebabkan suatu
perbuatan hukum yang sengaja
dilakukan dengan tujuan agar
pihak lain tersebut memperoleh
hak atas tanah. Perbuatan
hukum tersebut berupa jual beli,
tukar menukar, pemasukan da
lam modal perusahaan (in
breng) atau lelang.

Menurut Boedi Harsono, jual
beli tanah adalah perbuatan hu
kum yang berupa penyerahan hak
milik (penyerahan tanah untuk
selama-lamanya) oleh penjual
kepada pembeli, yang pada saat
itu juga menyerahkan harganya
kepada penjual (Boedi Harsono,
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1971:135). Boedi Harsono menya
takan bahwa, obyek jual beli tanah
adalah sebatas Hak Milik. Dalam
hukum positif, hak atas tanah
yang dapat diperjualbelikan ada
lah Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pa
kai. Jual beli hak atas tanah ada
lah suatu perbuatan hukum untuk
memindahkan hak atas tanah dari
pemegang haknya sebagai penju
al kepada pihak lain sebagai pem
beli dan pada saat itu pula diserah
kan sejumlah uang sebagai harga
dari pembeli kepada penjual.
Syarat sah pendaftaran jual
beli hak atas tanah ke Kantor Per
tanahan Kabupaten/Kota ada 2
(dua), yaitu :
1. Syarat materiil
Pihak penjual (pemegang hak
atas tanah) berhak dan berwe
nang menjual hak atas tanah
nya, sedangkan pihak pembeli
harus memenuhi syarat seba
gai subyek hak dari hak atas
tanah yang menjadi obyek jual
beli. Kalau obyek jual beli hak
atas tanah adalah Hak Milik,
maka penjual berhak dan ber
wenang menjual hak milik atas
tanahnya dan pembeli harus
memenuhi syarat sebagai sub
yek Hak Milik.
2. Syarat formal
Jual beli hak atas tanah harus
dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT. Ketentuan
ditegaskan dalam Pasal 37
ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yaitu :
“Peralihan hak atas tanah dan
hak milik atas satuan rumah
susun melalui jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan
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dalam perusahaan dan per
buatan hukum pemindahan
hak lainnya, kecuali pemindah
an hak melalui lelang hanya
dapat didaftarkan jika dibukti
kan dengan akta yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Ta
nah yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perun
dang-undangan yang berlaku”.

Dengan telah dibuatnya akta
jual beli hak atas tanah oleh PPA
T, maka telah terjadi pemindahan
hak atas tanah dari penjual ke
pada pembeli. Pemindahan hak
atas tanah tersebut diketahui oleh
penjual dan pembeli. Agar masya
rakat mengetahui bahwa telah ter
jadi jual beli, maka jual beli hak
atas tanah tersebut wajib didaftar
kan ke Kantor Pertanahan Kabu
paten/Kota setempat. Pendaftaran
pemindahan hak atas tanah ter
sebut dengan maksud untuk di
lakukan perubahan nama pe
megang hak atas tanah yang ter
cantum dalam sertipikat dari pe
megang hak yang lama menjadi
hak yang baru oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota se
tempat.

Kalau penjelasan hak atas
tanah dalam pengadaan tanah
oleh perusahaan swasta ditempuh
dengan cara jual beli, maka per
usahaan swasta berkedudukan se
bagai pihak pembeli sedangkan pi
hak yang tanahnya diperlukan
oleh perusahaan swasta berkedu
dukan sebagai penjual. Perusaha
an swasta yang berbentuk Perse
roan Terbatas (PT) bukan sebagai
subyek Hak Milik, melainkan se
bagai subyek Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai.
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Kalau obyek jual beli hak
atas tanah berupa Hak Milik, ma
ka perusahaan swasta tidak dapat
membeli hak atas tanah tersebut
disebabkan oleh terbentur oleh
syarat materiil dalam jual beli hak
atas tanah, yaitu perusahaan
swasta tidak memenuhi syarat se
bagai subyek Hak Milik. Kalau sya
rat materiil dalam jual beli hak
atas tanah tidak dapat dipenuhi,
maka syarat formalnya tidak dapat
terpenuhi, yaitu berdasarkan Pa
sal 39 ayat (1) huruf ¢ Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997
PPAT menolak untuk membuat ak
ta jika salah satu pihak yang akan
melakukan perbuatan hukum atau
salah satu saksi tidak berhak atau
memenuhi syarat untuk bertindak
demikian.

Kalau obyek jual beli hak
atas tanah tersebut berupa Hak
Guna Usaha atau Hak Guna Ba
ngunan, maka perusahaan swasta
dapat membeli hak atas tanah
tersebut. Kalau obyek jual beli hak
atas tanah berupa Hak Pakai yang
bersifat publik yang dikuasai oleh
instansi pemerintah, maka perusa
haan swasta tidak dapat membeli
hak atas tanah tersebut disebab
kan hak atas tanah ini tidak dapat
dipindahtangankan. Kalau obyek
jual beli hak atas tanah berupa
Hak Pakai yang bersifat privat,
maka perusahaan swasta dapat
membeli hak atas tanah tersebut.

Cara lain perolehan hak atas
tanah yang dapat ditempuh oleh
perusahaan swasta adalah melalui
pelepasan hak atas tanah oleh pe
megang haknya. Menurut Pasal 1
angka 3 Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Per
tanahan Nasional No. 21 Tahun
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1994 tentang Tata Cara Perolehan
Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal jo Pa
sal 1 angkat 6 Peraturan Presiden
No. 36 Tahun 2005 tentang Peng
adaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, yang dimaksud pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah
adalah kegiatan melepaskan hu
bungan hukum antara pemegang
hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya dengan pemberian
ganti kerugian atas dasar musya
warah. Menurut Achmad Rubaie,
pelepasan atau penyerahan hak
atas tanah dilakukan melalui mu
syawarah berdasarkan kesepakat
an di antara kedua belah pihak,
yaitu pihak pemilik tanah dan
pihak yang membutuhkan tanah
(Achmad Rubaie, 2007: 121).

Dengan pelepasan atau pe
nyerahan hak atas tanah, maka
terputus sudah hubungan hukum
antara pemegang hak atas tanah
dengan tanah yang dikuasainya.
Terputusnya hubungan hukum an
tara pemegang hak hak atas ta
nah dengan hak atas tanah yang
dikuasainya tersebut terjadi deng
an pemberian ganti kerugian yang
bentuk dan besarnya ditetapkan
dalam musyawarah.

Dalam pelepasan atau penye
rahan hak atas tanah terdapat
unsur pemberian ganti kerugian.
Ganti kerugian diberikan oleh pi
hak yang memerilukan tanah (per
usahaan swasta) kepada pihak
pemegang hak atas tanah. Bentuk
dan besarnya kerugian ditetapkan
atas dasar kesepakatan dalam mu
syawarah antara pihak yang me
merlukan tanah (perusahaan swas
ta) dengan pihak pemegang hak
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atas tanah. Ganti kerugian diberi

kan untuk :

a. Hak atas tanah

b. Bangunan

c. Tanaman

d. Benda-benda lain yang berkait
an dengan tanah

Bentuk ganti kerugian dalam
pelepasan atau penyerahan hak
atas tanah dapat berupa :

a. Uang, dan/atau
b. Tanah pengganti, dan/atau
c. Pemukiman kembali

Pelepasan atau penyerahan
hak atas tanah dapat dilakukan
apabila sudah tercapai kesepakat
an dalam musyawarah antara per
usahaan swasta dengan peme
gang hak atas tanah mengenai
bentuk dan besarnya ganti kerugi
an. Kalau sudah tercapai kesepa
katan mengenai bentuk dan besar
nya ganti kerugian, maka dibuat
lah akta pelepasan hak atas tanah
atau surat pernyataan pelepasan
hak atas tanah. Seiring dengan
penandatanganan akta pelepasan
hak atas tanah atau surat per
nyataan pelepasan hak atas tanah
oleh pemegang hak atas tanah,
maka perusahaan swasta menye
rahkan ganti kerugian secara
langsung kepada pemegang hak
atas tanah.

Menurut Arie S. Hutagulung,
acara pelepasan hak ini ditempuh
jika pihak yang bermaksud mem
peroleh dan menguasai tanah
yang berstatus Hak Milik atau eks
Hak Milik Adat, namun tidak me
menuhi syarat sebgai subyek pe
megang hak atas tanah tersebut
melalui pemindahan/peralihan hak
secara langsung (Arie S.
Hutagulung, 2005:179). Pelepas
an hak atas tanah oleh pemegang
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haknya ditempuh oleh perusahaan
swasta disebabkan perusahaan
swasta tidak dapat memperoleh
tanah yang berstatus Hak Milik me
lalui cara jual beli atas tanah. Per
usahaan swasta tidak memenuhi
syarat sebagai subyek Hak Milik,
sehingga untuk memperoleh tanah
yang berstatus Hak Milik ditempuh
melalui cara pelepasan hak atas
tanah oleh pemegang haknya
dengan pemberian ganti kerugian.

Boedi Harsono menyatakan
bahwa dengan pelepasan hak
atas tanah tidak berarti hak atas
tanah berpindah dari pemegang
haknya kepada pihak lain yang
memberikan ganti kerugian, me
lainkan hak atas tanah tersebut
hapus dan kembali menjadi tanah
negara atau tanah yang dikuasai
langsung oleh negara. Pelepasan
hak atas tanah merupakan salah
satu faktor penyebab hapusnya
hak atas tanah dan bukan pemin
dahan hak atas tanah (Boedi
Harsono, 1990:168). Dengan pele
pasan hak atas tanah oleh peme
gang haknya, hak atas tanah tidak
berpindah kepada perusahaan
swasta, melainkan hak atas tanah
menjadi hapus dan tanahnya kem
bali menjadi tanah negara yang di
kuasai langsung oleh negara.

Dalam Undang-Undang No. §
Tahun 1960 tentang Peraturan Da
sar Pokok-Pokok Agraria atau Un
dang-Undang Pokok Agraria (UU
PA) dan Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangun
an dan Hak Pakai Atas Tanah dite
tapkan faktor-faktor penyebab ha
pusnya hak atas tanah dan tanah
nya kembali menjadi tanah nega
ra, yaitu :
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a. Hak atas tanah dicabut untuk
kepentingan umum

b. Hak atas tanah diserahkan
atau dilepaskan secara suka
rela

c. Hak atas tanah ditelantarkan

d. Pemegang hak atas tanah i
dak memenuhi syarat sebagai
subyek hak atas tanah.

e. Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai
yang berakhir jangka waktu
nya dan tidak diperpanjang
oleh pemegang haknya.

f. Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai
tidak diperbaharui haknya oleh
pemegang haknya.

Ketentuan dalam hukum po
sitif yang menunjukkan bahwa
pelepasan hak atas tanah me
rupakan hapusnya hak atas tanah
dan tanahnya kembali menjadi ta
nah negara, yaitu :

a. Pasal 27 huruf a angka 2 UU
PA
Hak Milik hapus bila tanahnya
jatuh kepada negara karena
penyerahan secara sukarela
oleh pemiliknya.

b. Pasal 34 huruf c UUPA
Hak Guna Usaha hapus kare
na dilepaskan oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktu
nya berakhir.

c. Pasal 40 huruf ¢ UUPA
Hak Guna Bangunan hapus
karena dilepaskan oleh peme
gang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir.

d. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996
Hak Guna Usaha hapus kare
na dilepaskan secara sukarela
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oleh pemegang haknya sebe
lum jangka waktunya berakhir.
Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36
ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996
Hak Guna Bangunan atas ta
nah negara hapus karena di
lepaskan secara sukarela oleh
pemegang haknya sebelum
jangka waktunya berakhir.
Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56
ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996
Hak Pakai atas tanah negara
hapus karena dilepaskan seca
ra sukarela oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktu
nya berakhir.
Ketentuan-ketentuan yang di

muat dalam akta pelepasan hak
atas tanah yang dibuat oleh No
taris, yaitu :

a.
b.

C.

Judul akta pelepasan hak atas
tanah

Nomor akta pelepasan hak
atas tanah

Saat dilakukan pelepasan hak
atas tanah (hari, tanggal, bu
lan dan tahun)

Nama Notaris yang membuat
akta pelepasan hak atas tanah
Pihak yang melepaskan hak
atas tanah, yaitu nama, tem
pat tanggal lahir, pekerjaan,
alamat, nomor Kartu Tanda
Penduduk

Pihak yang menerima pelepas
an hak atas tanah, yaitu nama,
tempat tanggal lahir, pekerja
an, alamat, nomor Kartu Tan
da Penduduk. Nama ini ber
tindak sebagai direktur dari
perusahaan swasta.

Hak atas tanah yang dilepas
kan oleh pemegang haknya,
yaitu status hak atas tanah,
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tanda bukti hak atas tanah
(bersertipikat atau belum ber
sertipikat), luas tanah (M2), le
tak tanah (jalan, kelurah
an/desa, kecamatan, kabupa
ten/kota, propinsi), dan batas-
batas tanah yang dilepaskan
(utara, selatan, timur dan ba
rat)

Besarnya ganti kerugian yang
diserahkan oleh perusahaan
swasta kepada pemegang hak
atas tanah.

Akibat hukum pelepasan hak
atas tanah adalah hak atas
tanah menjadi tanah negara
dan selanjutnya dapat diberi
kan kepada perusahaan swa
sta yang memberi ganti kerugi
an.

Jaminan dari pihak yang me
lepaskan hak atas tanah, yaitu
pihak yang melepaskan hak
atas tanah adalah benar-benar
pemilik atau pemegang hak
atas tanah, tanah yang di
lepaskan tidak sedang dalam
keadaan sengketa (gugatan),
tidak sedang dalam jaminan
kepada pihak lain, dan tidak
sedang dalam sitaan pihak
lain.

Pihak-pihak yang menanda
tangani akta pelepasan hak
atas tanah, yaitu notaris, pihak
yang melepaskan hak atas
tanah (pemilik atau pemegang
hak atas tanah), pihak yang
menerima pelepasan hak atas
tanah (perusahaan swasta), 2
(dua) orang saksi.

Dengan dibuatnya akta pele

swasta berkewajiban mengajukan
permohonan pemberian hak atas
tanah yang dilepaskan tersebut ke
pada Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia me
lalui Kepala Kantor Pertanahan Ka
bupaten/Kota setempat.

V. PENUTUP

a. Perolehan tanah dalam peng
adaan tanah untuk kepen
tingan perusahaan swasta da
pat ditempuh melalui pele
pasan hak atas tanah oleh pe
megang haknya. Pelepasan
hak atas tanah sebagai per
olehan tanah ini ditempuh
disebabkan perusahaan swa
sta tidak dapat melakukan jual
beli yang terbentur oleh tidak
terpenuhinya syarat materiil
dalam jual beli, yaitu tidak me
menuhi syarat sebagai subyek
dari hak atas tenah yang di
perlukan oleh perusahaan
swasta.

b. Notaris berwenang membuat
akta pelepasan hak atas tanah
berdasarkan ketentuan Pasal
15 ayat (2) huruf f Undang-Un
dang No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris. Pe
jabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) tidak berwenang mem
buat akta pelepasan hak atas
tanah berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pe
merintah No. 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pe
jabat Pembuat Akta Tanah.

c. Dengan dibuatnya akta pele

pasan hak atas tanah, maka hak pasan hak atas tanah, maka
atas tanah menjadi hapus dan ta hak atas tanah tidak berpindah
nahnya kembali menjadi tanah ne dari pemegang haknya kepada
gara. Selanjutnya, perusahaan pihak yang memberikan ganti
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kerugian (perusahaan swasta)
melainkan hak atas tanah me
njadi hapus dan hak atas ta
nahnya kembali menjadi tanah
negara.
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